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Nomor : 1957 RRI-BNAKU.03.02/06/2025

Pada hari Kamist tangpgal Scmbilan Juni tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Banda Acch,
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs Taufan Pamungkas Marhaendra faya, M.Si.
Jubatan: Kepala LPP RRI Banda Acch
Alamat : Jalan [skandar Muda No.13 Banda Acch

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Banda Acch dalam perjanjian ini disebut
sebagai PIHAK PERTAMA, dan !

Nama ; Nascuddin
Jabatan: Jurusita Mahkamah Syar'iyab Aceh Singkil
Alamat: Jalan Singkil Rimo Km 20 Aceh Singkil

Dalam hal ini bertindak untuk dan atae nama Mahkamah Syar'iyah Acch Singkil dalam perjanjian ini
disebut scbagai PIHAK KEDUA.

PEHAK PERTAMA dan PIIAK KEDUA sclanjutnya discbut PARA FPINHAK dalam
kedukukannya discbut scperti tersebut di atas telah sepakat dan mengikatkan diri datam kegasama
yang diatur sebagai berikut :

Pasal |
RUANG LINGKUP KERJASANA

PARA PIBAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran
periode tanggal 10 Juni 2028 yang disiarkan melalui FM 922 MHz SP Singkil

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBANPARAPIHAK

(1) PIHAK PERTAMAberhak menerima pembayaran fasa Pcnyiaran scbagaimana diatur Pasal |
(satu) diatas;

(2) PIHAK PERTAMA berhak menerima Matceri Siap Siac; Jika diproduksi aleh PIHHAK KEDUA;

(3) PIIAK PERTAMA berkewajiban menyediakan Alokasi Wakiu Penyiacan, Surut penagihan
(Spn). Billing Simponi dan bukti star paling lama 3 (tiga} harikalender sctclah masa star dan
menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan
adanva peristiwa kenegaraan Pertahanan dan Keagamasn, Sosial Rudaya, Keagamaan,
Kebencanaan, Kemanusiaan secta acara-acara khusus RRI yang bersifat mendesak dengan
melampirkan surat ketcrangan penundaan dari bagian siaran;

(4) PIHAK PERTAMAbcrkewajiban mengeluarkan kwitansi setelah ada pcmbayaran dari PIHAK
KEDUA;

(5) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn),
Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah penyiaran terakhir
disiarkan;

(6) PIHAK KCDUA berkewajiban melakukan pembayasan  terhadap Jasa  Penyiaran
scbagaimana diatur Pasal | (satw); :

.



(T) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administrasi herupa derda schesar 2% (dua
persen) perbulan dan sisa hutang, schapai okibet dari yang belum dibayamya hewnjitan
PIHAK KEDUA sosunl surat penagilun yang dissmpaikan olch PUIAK PERTAMA

Pasal )
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilahubun demgant cara menyetar lagowung ke rebening hus Negan melalul Rilling
Simponi ynng diterbitkan RRI Banda Acch.

Puval 4
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjion inl berdahu mulni tanggal $ Juni 2028 dan becaklle paln tanggal 12 Juai 202§
(2) PEINAK PERTAMA nkan menerbitkan Surnt penagihan nmaksimal 3 (tign) hari kalender
sctelnh masa jatih tempa penylnmn

Pawt §
TARIF

(1) Tartt PN yang berkaku atas kerjasnma PPenylaran mengacu pada Lampiran Pemiuran Dircktur

Utama LI RRI Nomor 08 tnhun 202) tenfang besaran, persyaratan dim (ota cara pengennan tarif
dan Jenls PNIV

A, Jon Penylnran
o Adlibs repuler time schunyak [ kali siae : | x 40.000 = Rp 40,000~

{2) Total pengenann Varif Jasa penylomn schexar Rp 40.000 (emgput pululi ribu ruplah)
() Tatu eara Penbhayoran Jasa Penylncun mengcu hepada PPasal 3 (tign)

["fasal 6
DENDA

(1) PIMAK KEDUA wajlb membaynr PNV Tennang paling lambat pada saat jatuh fempo sesuni
dengon ketentunn peratumn perundanp-undangan,

(2) PIIAR KEDUA yang tidak melahukan panlayaran PNBI Tenstang sampal dengan jaluh tenipo
dikenai sanksi administrasl. erupa denda schenar 2% (dua parsen) perbulan dari jumlish PNISI?
terutnng dan haglan dari bulan dibitunge satu butan penuh

(3) Sanksl odministrasi berupa denda dikonakan untuk wakiu paling bima 24 (dun puluh empal)
bulan

Pacal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCFE MAJEURE)

(1) Kendaan Kahar (force majeurc) dalam Perjanjlan Kerjosama atalah Kebakaran, Gempa (lumi,
Uadai, Topan, Nanjir, dan Nencana Alam [ainnyn serta Huru [ara, Peranp. Makar, Kerusuhan,
Percclisihan Ruruh, Pemogokan, Kebijakan Mancter, yang bemengaruh  Langsung,  pada
pelnksanaan perjanjlan inl.

(2) Tidak snwpun PIIAK dikenai tanggung Jawab unfuk mencnuhi kewajiban berdasarkon
perjanjinn ini sepanjang hal (erscbut terhalangi, tercepall atay terfunda polaksmaannya okeh
headaan Kahae (force majeurc).
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Pasal §
PENUTUP

(1) Hal yang belum tercantum dalam Kerjasama ini akon diatur kemudian dengan kesepakatan
pam pihak dalam bentuk Adendum. dan merupakan hapian yang tidak terpisablan dar
herjasama ini.

(2) Dalam hal terjadinyn  permasalahian, akan  discleaiban dengan cara musyawarah dan
mufakat, namun apahila tidak terjadi mufakat akan diselesalkan di Pengadilan sctempat,

Demikian Perjanjinn Kerjosama ini dibuat dalnm mnghap 2 (dua), masing-masing mnpkap
ditandatanganl olch Pam Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sagu

AMA

arhaendm Jayn, M.SI. o Kruddin
U Bamda Aceh .



